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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

terhadap Belanja Daerah (BD), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Belanja Daerah (BD) di Provinsi Jawa Barat. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin besar PAD maka semakin besar pula BD. 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) di Provinsi Jawa Barat. Hal 

ini menunjukan bahwa semakin tinggi PDRB maka semakin tinggi 

pula BD. 

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD) 

di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukan bahwa kenaikan PAD dan 

PDRB secara bersama-sama akan meningkatkan BD. 
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5.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, saran dari penulis 

antara lain: 

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus lebih mengoptimalkan 

penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah yang 

merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga 

menjadikan PAD menjadi sumber utama Belanja Daerah (BD) karena 

PAD merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah 

menjalankan kewenangannya yang tercermin dari adanya otonomi 

daerah.  

2.  Pemerintah daerah harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat 

guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sumber penerimaan dari 

PDRB, khususnya pada sektor industri pengolahan dan PHR harus 

dioptimalkan dan dikelola secara baik agar dapat memberikan 

kontribusi kepada daerah untuk pembangunan daerah dan selanjutnya 

akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 

3.  Belanja urusan wajib harus diprioritaskan untuk melindungi dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai upaya memenuhi 

kewajiban daerah sebagai pihak yang berwenang untuk 

mengembangkan dan membangun daerahnya.  Belanja daerah harus 

difokuskan pada sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan kemandirian masyarakat, seperti belanja infrastruktur 

dan belanja untuk program pendidikan.  


